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Pengembalian kel ebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang
perpajakan. Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pgjak yang sering terjadi kelebihan
pembayaran pajak terutama terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu yaitu wajib pajak yang
mel akukan kegiatan ekspor maupun yang melakukan penyerahan kepada pemungut pajak pertambahan nilai.
Adanya fakta bahwa per tanggal 15 Agustus 2006 terdapat 7.111 berkas permohonan restitusi pajak
pertambahan nilai dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,02 triliun untuk periode 2001 s.d 2006 menunjukkan
adanya kelemahan disisi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 diterbitkan sebagai solusi untuk menyelesaikan
tunggakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut. Tujuan dari
penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PER- 122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus
2006 di salah satu Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Kantor Pelayanan Pajak tersebut merupakan kantor
yang pertamakali menerapkan sistem administrasi modern, di lain pihak wajib pajak yang terdaftar di
kantor tersebut adalah wajib pajak yang sudah diseleksi dengan kriteriawajib pajak tersebut tergolong besar
baik dari skala usaha maupun kontribusinya terhadap penerimanaan negara, relatif patuh terhadap peraturan
perpajakan serta telah menjalankan administrasi dengan baik. Wajib pajak tersebut besar sehingga identik
dengan transaks banyak serta dokumen-dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan restitusi
PPN juga banyak, sedangkan kewajiban PPN disentralisasi di kantor pusat serta pelaporan PPN dilakukan di
Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Apakah kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
pertambahan nilai tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu menyangkut aspek kepastian hukum,
pelayanan dan pengamanan penerimaan negara Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis
ini adalah metode deskriptif analisis, di dalam mengumpulkan data dan informasi digunakan teknik
pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara
kepada pihak yang kompeten Data yang dianalisis adalah data sekunder yaitu Laporan Pengembalian Pagjak
Pertambahan Nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pgjak X tahun 2002 sampai dengan 2007. Data
sekunder adalah data yang diambil secaratidak langsung dari sumbernya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, telah memberikan kepastian hukum
(certainty) dan pengamanan penerimaan (revenue productivity), namun syarat pengajuan restitusi PPN yang
banyak dan rigit tidak sesual dengan asas kesederhanaan (simplicity) dan menambah beban perpajakan (cost
of taxation) yang besar bagi wajib pajak juga terhadap kantor pajak sehinggatidak sesuai dengan asas
economy. Kekurangan tersebut tidak sesuai dengan konsep dibentuknya kantor pajak modern yang
mengedepankan pelayanan (client oriented). Model pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah
model yang cocok diterapkan di Kantor Pelayanan Pgjak X. Berdasarkan analisis terhadap PER-
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122/PJ./2006 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan K etiga Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diperoleh kesimpulan
bahwa ketentuan tersebut masih relevan meskipun cantolan hukumnyayaitu Pasal 17B ayat (1) UU Nomor
16 Tahun 2000 diubah materinya. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pgjak
yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU Nomor 16 Tahun 2000
dihilangkan, namun muncul Pasal 17D yang materinya berbeda.



